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PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat : JI. Jend. Sukawati No.42 Telp (0421) 921020-922038 Fax. (0421) 921020

PINRANG 91212

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PINRANG

SELAKU ATASAN PPID DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : 052 TAHUN 2021
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a.

)

(98]

KABUPATEN PINRANG,

bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna
informasi publik;

bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, perlu menetapkan
klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
dan huruf ¢, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
IT di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4846):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 ]
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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10.

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan  Dacerah
(Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).,

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),

Peraturan Pemenintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor |14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian
Informasi Publik;

Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ftentang Perangkat Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor | Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Persandian Kabupaten Pinrang, scbagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini;

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diletapkan di Pinrang
_-Lada tanggal, 20 April 2021

-

Nip. - 19620521 199703 | 003
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LLAMPIRAN

KEPUTUSAN PENGENDALIAN PENDUDUE, EELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 052 TAHUN 2021

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2021

Pada hari ini, Selasa tanggal 20 bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuens

terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

'No | Informasi Dasar Hukum Pengecualian Lﬁ%,k ~ Konsckuensi | Janghka waktu i
i = Informasi Akibat bila dibuka | Manfaat jika ditutup | pengecualian |
1. | Kode akses elektronik UU No.14 Tahun 2008 Tentang Penyalahgunaan oleh Menjaga keamanan Selama kode i
| | aplikasi KIP Pasal 17 huruf j vaitu pihak lain data yang bersifat masih |
5 ‘ informasi yang tidak boleh rahasia digunakan

| diungkapkan berdasarkan i
‘, F Undang-undang |
{ UU Nomor 11 Tahun 2008 (
| < tentang Informasi dan Transaksi
' Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1
‘ ' yaitu Sepanjang tidak ‘
] ditentukan lain oleh undang- |
; undang tersendiri, setiap ‘
Penyelenggara Sistem |
‘ ' Elektronik wajib |
* mengoperasikan Sistem
Elektronik yang memenuhi
persyaratan minimum yaitu
| dapat melindungi ketersediaan, ___“ j
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Usemame dan password
..E‘!IL\-'..\I

Database aplikas: sistem
informasi

Data dan informasi

DP2KBP3A

Dokumen Pribadi ASN
DP2KBP3A

__ Publik

Keutuhan, keotentikan,

Kerahasiaan, dan keteraksesan

Informasi Elektromk dalam

Penyelenggaraan Sistem
Elektromik tersebut

Sama dengan diatas

Sama dengan diatas

Pasal 17 huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
_Publhik ) -
Pasal 17 huruf h Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi

!
i
|
i
!
z
|

Penvalahgunaan oleh
pihak lain !
Penvalahgunaan oleh
prhak lamn §

Penvalahgunaan oleh

pihak lain ‘

Penvalahgunaan oleh
pihak lain w

Menjaga keamanan
aphkasi
Menjaga Keamanan
database sitem
aplikasi
Menjaga keamanan
data dan informasi
persandian

Menjaga Rahasia
Pribady

1

| Permanen

|
| Permanen

Permanen

F Sampan ada
persetujuan
yang

| bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner




AN TRTGE L T LSTR ai ertasge isems Joatileud e teted &) eise duiad e bar ol

L Rarna Jabatan Cait Katis Tends Yangen
B ol S OWLM BB W Aewm Lrpals [Hrae DI IA
W IA
J va WL ORAWIWAL AET 4 Sekrriara

. SLANE ST M8 hepmla Nedang Weluargs G L
' Jarrer. ana

brpaia ladang Pengernlangan DEJAINTLA

* AWLE LA Bt WM Numilers [Bava dan informaws
u.*‘:p
" 7% 1157}
e 1 "ot 'S _F ) W .‘
) METE AT AW W hee als (hdang Frmlerdayann
Frrempoaan

Cevml s T aet Loraeridoaema 1 Aibus?! eevers erbeatte das peniuh ketrbitaan

Mberysetugpud,

D

Pervdwmas ' wena Madhe
fe20 ) vl | ot

Dipindai dengan CamScanner




